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BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 

REPUBLIK INDONESIA 

 

RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS  

SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP 

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN                                                                                              
 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 

tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten 

Enrekang Tahun 2022 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam 

Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 29.A/LHP/XIX.MKS/05/2023 tanggal 11 Mei 2023. 

 

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari 

salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern 

dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh 

langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan 

BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem 

pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu. 

 

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap 

ketentuan peraturan perundang-udangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan 

Pemerintah Kabupaten Enrekang Tahun 2022 dengan pokok-pokok temuan sebagai 

berikut: 
1. Anggaran Pendapatan Daerah Dianggarkan Tidak Memperhitungkan Potensi 

Pendapatan Riil yang Terukur dan SiLPA TA 2022 Tidak Mencukupi untuk 

Membayar Kewajiban-kewajiban Pemerintah di Tahun Berjalan; 

2. Pengelolaan Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar oleh Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Belum Memadai dan Nilai Piutang Retribusi Pelayanan Pasar Belum 

Dapat Disajikan di Neraca; 

3. Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Barang dan Jasa JKN pada RSUD 

Massenrempulu Tidak Tertib; dan 

4. Dana yang Berasal dari Pinjaman PEN Digunakan untuk Kegiatan Lainnya. 

 

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati 

Enrekang antara lain agar:  

 




